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ABSTRAK

Witri  Alfiyati, NIM: 20111042. Tinjauan Peraturan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021 Terhadap
Praktik Layanan Syariah Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pada
BPJS Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh JI. TGK. M. Daud
Beureuh, Beurawe). Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas
Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut [lmu Al-Qur’an (Iiq) Jakarta, 1445h/2024
m.

BPJS Ketenegakerjaan syariah terdapat indikasi bahwa belum
sepenuhnya sesuai prinsip syariah terkait pengelolaan dana. Penelitian ini
bertujuan untuk menganalisa praktik dan kesesuaian Layanan Syariah Pada
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Kanwil Banda Aceh
Dengan Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
No.2 Tahun 2021.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi
kasus dengan pendekatan yuridis empiris dengan sumber data dalam penelitian
diperoleh dari wawancara dokumentasi dengan pithak BPJS ketenagakerjaan
kantor cabang Banda Aceh pada bidang account representative khusus, bidang
pengendalian oprasional dan juga bersama anggota DSN-MUI

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Praktik Layanan
Syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan kantor cabang Banda Aceh
meliputi pendaftaran kepesertaan, penerimaan iuran, pengelolaan dana, hingga
pembayaran manfaat program, kepada Peserta berpedoman pada peraturan
Nomor 2 Tahun 2021. Kedua, Praktik Layanan Syariah dalam Program
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh belum
sepenuhnya memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021. BPJS
Ketenagakerjaan cabang banda aceh dalam penerapan layanan sudah sesuai
dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2021, akan tetapi penegelolaan BPJS
Ketenagakerjaan dalam hal investasi belum sesuai dengan peraturan yang
terkandung di dalam Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021.

Kata Kunci: BPJS Ketenagakerjaan Syariah, Layanan, Peraturan,
Praktik
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ABSTRACT

Witri Alfiyati, NIM: 20111042. Review of the Employment Social
Security Administration Regulation No.2 of 2021 on Employment Social
Security Sharia Service Practices (Case Study of BPJS Employment at the
Banda Aceh Branch Office JI. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe). Sharia
Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics,
Institute of Al-Qur'an Sciences (liq) Jakarta, 1445h/2024 m.

BPJS Ketenegakerjaan sharia has indications that it is not fully
compliant with sharia principles regarding fund management. This research
aims to analyze the practice and suitability of Sharia Services for Employment
Social Security at the Banda Aceh Regional Office Branch Office with the
Employment Social Security Administering Agency Regulation No.2 of 2021.

This research uses a type of qualitative research in the form of a case
study with an empirical juridical approach with data sources in the research
obtained from documentary interviews with BPJS employment at the Banda
Aceh branch office in the field of special account representation, operational
control and also with members of DSN-MUI

The results of the research show that: First, the Sharia Service Practices
for the Banda Aceh branch office employment social security program include
registration of participation, receipt of contributions, fund management, and
payment of program benefits, to Participants, guided by regulation Number 2
of 2021. Second, Sharia Service Practices in the Program Employment Social
Security at the Banda Aceh Branch Office has not fully complied with the
provisions stated in the Employment Social Security Administering Body
Regulation Number 2 of 2021. BPJS Employment Banda Aceh branch in
implementing services is in accordance with Regulation Number 2 of 2021,
however the management of BPJS Employment in terms of investment is not
in accordance with the regulations contained in the Employment Social
Security Administering Agency Regulation Number 2 of 2021.

Keywords: Sharia BPJS Employment, Services, Regulations, Practices
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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Jaminan sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam
setiap negara karena untuk meningkatkan kualitas hidup warga
negaranya. Jaminan sosial merupakan hak yang dilindungi oleh
konstitusi bagi warga negara. Seperti yang telah diamanatkan dalam
Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 yang menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas jaminan sosial
yang memungkinkan pengimbangan dirinya secara utuh sebagai
manusia yang bermartabat.” Terutama bagi para pekerja.! Jaminan
sosial sangat dibutuhkan untuk mendorong produktivitas kerja serta
memberikan rasa aman dan nyaman terhadap segala risiko yang
mungkin terjadi saat menjalankan pekerjaannya. Dalam melaksanakan
program jaminan sosial, negara membentuk Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial.

Berdirinya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan pada 1 Januari 2014 merupakan bagian dari upaya
transformasi dari PT. Jamsostek (Persero) yang menjadi salah satu
langkah pemerintah dalam mewujudkan jaminan sosial yang lebih
baik.? Terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan

Penyelenggara Jaminan Sosial.’

! Rustian Kamaludin, “Karakteristik, Teori, dan Kebijakan Tenaga Kerja di
Indonesia” (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 12.

2 Widyanta, “Perluasan Kepesertaan BPU BPJS Ketenagakerjaan Melalu Strateg
Marketing Mix dan Regulasi”, Jurnal, (Institut BPJS Keteinagakerjaan), h. 3.

3 Indonesia, Undang-undang, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Nomor
24 Tahun 2011.



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS
Ketenagakerjaan) adalah lembaga hukum publik yang mengelola
program jaminan sosial ketenagakerjaan. Tugasnya adalah melindungi
semua pekerja melalui 5 program yakni Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan
Pensiun (JP), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). BPJS
Ketenagakerjaan beroperasi berdasarkan 9 prinsip, yaitu gotong
royong, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas,
kewajiban peserta, dana amanah, dan penggunaan hasil pengelolaan
dana jaminan sosial untuk pengembangan program dan untuk sebesar-
besar kepentingan peserta.

Dari 9 prinsip penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan, salah
satunya, yaitu prinsip "kegotongroyongan,” selaras dengan prinsip
syariah yang dikenal sebagai ta’awun. Selain itu, pengelolaan BPJS
Ketenagakerjaan saat ini yang secara filosofi telah memenuhi
ketentuan syariah seperti adanya pemisahan yang jelas antara dana
BPJS Ketenagakerjaan dan dana peserta, serta pemisahan dana peserta
sesuai dengan masing-masing program. Hal ini menunjukkan bahwa
BPJS Ketenagakerjaan memiliki kemudahan dalam menerapkan
layanan berbasis syariah.*

Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
meletakkan praktik syariah sebagai prioritas tindakan terutama bagi
masyarakat muslim yang peduli akan pentingnya menerapkan prinsip
Islam dalam setiap aspek kehidupan. Indonesia sebagai salah satu
negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia harus mampu

menjadi poros ekonomi syariah. Tujuannya adalah untuk memperkuat

4DJSN (2021) “Layanan syaiah jaminan sosial bidang ketenagakerjaan” policy
brief, https://djsn.go.id Diakses Pada 19 Agustus Pukul 20.49 WIB



perekonomian nasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.
Masyarakat muslim di Indonesia yang tersebar di berbagai daerah
menjadi salah satu sumber kekuatan ekonomi daerah setempat.
Penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam terus mengalami
pertumbuhan sehingga memberikan dorongan terhadap perkembangan
layanan keuangan yang berbasis syariah. Akad yang digunakan dalam
layanan syariah untuk program jaminan sosial mencakup akad
tabarru’, yaitu akad hibah di mana peserta memberikan dana tabarru’
dengan tujuan saling membantu antar peserta dan bukan untuk tujuan
komersial. Dana fabarru’sendiri berasal dari pemegang saham. °

BPJS Ketenagakerjaan telah melakukan ekstensifikasi produk
jaminan sosial ketenagakerjaan berbasis syariah yang dimulai di
Provinsi Aceh. Sesuai dengan amanah dari Master Plan Ekonomi dan
Keuangan Syariah (MEKSI) 2019-2024 dalam pelaksanaannya, BPJS
Ketenagakerjaan berlandaskan Peraturan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Provinsi
Aceh.

Layanan syariah dari BPJS Ketenagakerjaan bersifat inklusif
dan universal, artinya layanan ini tidak hanya ditujukan untuk peserta
yang beragama Islam, tetapi juga terbuka bagi siapa saja yang ingin
mengaksesnya, tanpa memandang latar belakang agama. Penerapan
layanan syariah ini dilakukan setelah mempertimbangkan aspek
manfaat dan kualitas layanan bagi peserta, serta melibatkan berbagai
stakeholder, ahli, dan akademisi. Peserta yang memilih layanan syariah

di BPJS Ketenagakerjaan tidak akan mengalami perubahan dalam hal

5 Regina Putri Listyadewi, Andri Ronaldo Pasaribu, “Layanan dan Prinsip Syariah
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indonesia”, Jurnal Jamsostek,
(Universitas Gadjah, Mada IPB University: 2024)



layanan atau besaran iuran.® Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Secara filosofis, proses bisnis
Ketenagakerjaan saat ini telah mematuhi prinsip syariah karena
pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan mengikuti prinsip gotong
royong sesuai dengan 9 prinsip yang diatur dalam UU 40 Tahun 2004.
Ini bertujuan untuk kesejahteraan semua pekerja di Indonesia. Selain
itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memisahkan aset antara dana peserta
yang dikumpulkan dalam dana jaminan sosial dan dana milik pengelola
BPJS Ketenagakerjaan, sesuai dengan ketentuan undang-undang yang
berlaku.

Mengutip dari skripsi Maimun Noval Beberapa unsur dalam
sistem BPJS Ketenagakerjaan sudah sejalan dengan prinsip asuransi
syariah, seperti akad tabarru' yang mengedepankan saling membantu
dan melindungi sesama. Dalam kontrak antara perusahaan dan peserta,
akad yang digunakan dapat dianggap sesuai dengan rekomendasi
Fatwa DSN-MUI, yaitu akad wakalah bi al-ujrah, diamana pemberian
kuasa dari peserta sebagai muwakil menyerahkan dana iuran kepada
perusahaan atau BPJS sebagi (wakil) untuk mengelola dana peserta
atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian (ujrah).
Namun berdasarkan penelitian skripsi sebelumnya oleh Maimun
Noval, pengelolaan dana jaminan sosial BPJS belum sepenuhnya

memenuhi prinsip syariah terutama dalam investasi, dimana BPJS

6 https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27814/BPJS-Ketenagakerjaan-

Canangkan-Layanan-Syariah-Pertama-di-Aceh Diakses Pada 12 Agustus 2024 Pukul 23.31
WIB



https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/berita/27814/BPJS-Ketenagakerjaan-Canangkan-Layanan-Syariah-Pertama-di-Aceh
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Ketenagakerjaan masih menyetorkan dana dalam instrumen yang jenis
kegiatannya belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah.’
Peneliti memilih layanan syariah program ketenagakejaan
Povinsi Aceh karena Provinsi Aceh merupakan Provinsi dengan jumlah
penduduk muslim tertinggi di Indonesia. Provinsi Aceh juga memiliki
keenangan khusus untuk mengatur urusan pemerintahan berdasarkan
syariat Islam. Layanan syariah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Aceh
tetap mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan sistem
jaminan sosial nasional, menggunakan akad wakalah bi al-ujrah dan
menggunakan prinsip gotong royong. Provinsi Aceh juga memiliki
peraturan daerah khusus yang mengatur pemerintahan dan kehidupan
masyarakatnya yang dikenal sebagai Qanun. Aturan mengenai pokok-
pokok syariat Islam di Aceh tercantum dalam Qanun Nomor 8 Tahun
2014 termasuk ketentuan tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS)
yang diatur dalam Pasal 21. Sebagai tindak lanjut dari pasal tersebut
dikeluarkanlah Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga
Keuangan Syariah, yang merupakan peraturan setara dengan peraturan
daerah. Peraturan ini memberi wewenang kepada daerah seperti Aceh
untuk mengelola daerahnya sendiri.® Penerapan Qanun Nomor 11
Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah mengindikasikan
perlunya transformasi atau perubahan dari sistem operasional

perbankan konvensional ke sistem operasional perbankan syariah.

" Maimun Noval, “Tinjauan Fatwa Dsn-Mui No. 147/Dsn-Mui/Xii/2021 Terhadap
Kontrak Dan Pengelolaan Dana Pada Badan Peneyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan (Studi Kasus BPJS Ketenagakerjaan Purwokerto)”, Skripsi, (UIN Prof. Kh.
Saifudin Zuhri
Purwokerto: 2023)

8 Wan Deo Alif Prabowo, “Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga
Keuangan Syaiah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018, Skripsi (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam,
UIN Ar-Raniry Banda Aceh)



Selain itu beberapa peraturan lainnya ialah dengan di
terbitkannya peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan nomor 2 tahun 2011 untuk memenuhi kebutuhan
masyarakat Provinsi Aceh terhadap layanan program jaminan sosial
ketenagakerjaan dengan sistem syariah, dengan didukung oleh
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai layanan
syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan yang diselenggarakan
oleh BPJS Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh. Pada peraturan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial nomor 2 tahun 2021 bahwa Layanan
Syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan harus dilaksanakan
berdasarkan akad sesuai prinsip syariah.®

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk melakukan
penelitian  terhadap layanan syariah program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan secara mendalam dan dituangkan dalam sebuah karya
ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: Tinjauan Peraturan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun
2021 Terhadap Praktik Layanan Syariah Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh (Studi Kasus Pada BPJS
Ketenagakerjaan Di Kantor Cabang Banda Aceh JIl. TGK. M.
Daud Beureuh, Beurawe)

B. Permasalahan
1. Identifikasi Masalah
a. Sistem Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kantor Cabang Banda Aceh JI. TGK. M. Daud Beureuh,

Beurawe

% Indonesia, Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2
Tahun 2021



b.

Kesesuaian Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh JI. TGK. M.
Daud Beureuh, Beurawe Dengan Peraturan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun
2021

Ketentuan Dana Investasi Terhadap penyelenggaraan Jaminan

Sosial Ketenagakerjaan

Pembatasan Masalah

Berdasarkan pemaparan identifikasi masalah di atas, maka

penulis akan berfokus pada penulisan yang sesuai dengan inti

pembahasan yang akan ditelaah mengenai:

a.

Sistem Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
di Kantor Cabang Banda Aceh JI. TGK. M. Daud Beureuh,
Beurawe

Kesesuaian Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh JI. TGK. M.
Daud Beureuh, Beurawe Dengan Peraturan Badan

Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun

2021

Perumusan Masalah

a.

Bagaimana Praktik Layanan Pada Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh JI. TGK. M.
Daud Beureuh, Beurawe?

Bagaimana Kesesuaian Layanan Syariah Pada Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh JI. TGK. M.
Daud Beureuh, Beurawe Dengan Peraturan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun

20217



C. Tujuan Penulisan

a.

b.

Untuk mengetahui sistem layanan syariah pada Jaminan Sosial
ketenagakerjaan di Provinsi Banda Aceh

Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian layanan syariah Pada
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Kanwil
Sumbagut TGK. M. Daud Beureuh Banda Aceh Dengan Peraturan
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2

Tahun 2021

D. Manfaat Penelitian

a.

Manfaat Teoris

Secara teoritis, penelitian ini berguna untuk memperluas
pengetahuan dan memberikan pemahaman tentang aspek-aspek
yang berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan sosial
ketenagakerjaan sesuai dengan prinsip syariah.
Manfaat Praktis

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan bisa di
jadikan sebagai pedoman yang dapat memberikan informasi bagi
para pengguna layanan BPJS maupun peneliti mengenai pelayanan
yang dibenarkan dalam Islam. Selain itu, juga dapat memberikan
pemahaman yang lebih khususnya tentang layanan syariah BPJS
Ketenagakerjaan di Provinsi Aceh, ataupun dijadikan acuan untuk
melakukan penyelesaian masalah yang ada kaitannya dengan

bidang Hukum Ekonomi Syariah.

E. Tinjauan Pustaka

1.

Wan Deo Alif, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh,
skripsi, “Kesiapan Layanan Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap
Penerapan Qanun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Nomor 11



Tahun 2018, Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menilai
penerapan Qanun Nomor 11 Tahun 2018 terhadap kesiapan layanan
BPJS Ketenagakerjaan cabang Banda Aceh dan dampak yang
ditimbulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam aspek
sumber daya insani (SDI), nilai-nilai keislaman telah diterapkan,
menjadikannya berlandaskan syariah. Pada aspek teknologi
informasi, unsur-unsur yang diterapkan sesuai dengan prinsip
syariah dan terdapat akad yang relevan. Dalam aspek tata kelola
perusahaan, BPJS telah menerapkan sistem yang sesuai dengan
syariah sebelum penerapan Qanun. Penerapan Qanun membawa
dampak pada SDI dengan penguatan nilai-nilai keislaman, pada
teknologi dengan menghindari praktik yang bertentangan dengan
syariah, dan pada tata kelola perusahaan dengan memastikan
bahwa produk dan jasa menggunakan akad yang sesuai dengan
prinsip syariah © Persamaan penelitian ini dengan penelitian
penulis adalah sama-sama mempunyai objek yang sama yaitu
membahas mengenai BPJS Ketenagakerjaan dan terfokus kepada
BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan prinsip syariah serta provinsi
yang sama yaitu Provinsi Aceh. Sedangkan perbedaannya, dalam
penelitian ini peraturan yang dibahas yaitu Qanun Lembaga
Keuangan Syariah (LKS) nomor 11 tahun 2018, sedangkan
penelitian penulis peraturan yang dibahas yaitu peraturan badan
penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan nomor 2 tahun

2021.

10'Wan Deo Alif Prabowo, “Kesiapan Layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh Terhadap Penerapan Qanun Lembaga
Keuangan Syaiah (LKS) Nomor 11 Tahun 2018 ”, (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2023)
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2. Septiyani Dwi Sugiyaningrum, UIN Walisongo Semarang, skripsi,
“Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)
Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga
Kerja Dalam Perspektif Maqasid Syariah pada PT. Solo Murni
Kabupaten Boyolali”, Tahun 2020. Dari hasil penelitian ini
disimpulkan bahwa peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap
peningkatan kesejahteraan tenaga kerja di PT. Solo Murni
Kabupaten Boyolali yaitu dengan menyelenggarakan program
jaminan sosial bagi tenaga kerja yang meliputi JKK (Jaminan
Kecelakaan Kerja), JHT (Jaminan Hari Tua), JK (Jaminan
Kematian), dan JP (Jaminan Pensiun). Upaya yang dilakukan BPJS
Ketenagakerjaan dalam peningkatan kesejahteraan sudah sesuai
dengan maqashid syariah dharuriyyat yang terletak pada aspek
hifzu nafs, hifzu aql, hifzu nasab, dan hifzu mal. Sementara aspek
hifzu din telah diterapkan oleh PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali
dengan memberikan toleransi beribadah serta program tahunan
yaitu umrah bagi tenaga kerja.!! Persamaan penelitian ini dengan
penelitian penulis sama- sudah melayani para pekerja dengan baik
melalui 4 program yaitu JKK (Jaminan Kecelakaan Kerja), JHT
(Jaminan Hari Tua), JK (Jaminan Kematian), dan JP (Jaminan
Pensiun) dan sama-sama membahas tentang peran BPJS
Ketenagakerjaan terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja
agar para pekerja mendapatkan perlindungan atas penghasilan yang

hilang dan menjamin kehidupan yang layak bagi tenaga kerja dan

11 Septiyani Dwi Sugiyaningrum, “Peran BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial) Ketenagakerjaan Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kerja Dalam
Perspektif Maqasid Syariah pada PT. Solo Murni Kabupaten Boyolali ”, Skripsi, (UIN
Walisongo Semarang, 2020)
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keluarganya. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penulis
yaitu perbedaan pada tema dan okasi. Tema yang penelitian ini
ambil terkait peran BPJS Ketenagakerjaan terhadap peningkatan
kesejahteraan tenaga kerja perspektif maqgashid al-syariah,
sedangkan penulis lebih fokus pada layanan BPJS ketenagakerjaan
berdasarkan prinsip syariah. dan lokasi yang dipilih penelitian ini
adalah KJKS BMT A/-Fath Kabupaten Pati, sedangkan penelitian
penulis yaitu di kantor cabang BPJS ketenagakerjaan Banda Aceh.
. Rifa Yasirah, UIN Ar-Raniry, skripsi, “Implementasi Pelayanan
Jaminan Sosial Kesehatan Menurut Undang-undang Nomor 24
Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(BPJS) (Studi Kasus di RSUDZA Banda Aceh)”, Tahun 2018.
Penelitian ini mengungkap bahwa penerapan program jaminan
kesehatan di Aceh belum sepenuhnya efektif, karena dalam
praktiknya pemanfaatannya belum optimal. Hal ini disebabkan oleh
rendahnya kualitas layanan kesehatan dari lembaga penyelenggara
jaminan kesehatan serta rumah sakit. Penelitian bertujuan untuk
mengevaluasi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS di
RSUDZA dan mengkaji UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS serta
tinjauan hukum Islam mengenai jaminan sosial kesehatan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa implementasi pelayanan jaminan
sosial kesehatan di RSUDZA masih mendapat kritik, termasuk
pelayanan yang dianggap kurang memuaskan bagi pasien BPJS
Kesehatan yang merasa diperlakukan kurang adil hanya karena
menggunakan kartu BPJS Kesehatan, bukan pembayaran tunai,
serta anggapan tentang fasilitas yang belum memadai. Dari
perspektif hukum Islam, awalnya program BPJS Kesehatan sempat

dianggap "haram". Namun, setelah diadakan rapat khusus untuk
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mengevaluasi kehalalan program BPJS Kesehatan, MUI dan
peserta rapat lainnya memutuskan bahwa proses dan tindakan
dalam program BPJS tidak dianggap "haram". Rapat tersebut juga
menyepakati bahwa nilai-nilai syariah akan terus dikaji untuk
memastikan bahwa BPJS Kesehatan dapat memenuhi standar
syariah dan melayani masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah.*? Persamaan peinelitian ini dengan penelitian penulis yaitu
sama-sama menerapkan pelayanan program jaminan sosial di
Banda Aceh di mana penerapan sistem layanannya berdasarkan
prinsip syariah. Sedangkan perbedaannya, dalam peneilitian ini
objek yang dibahas yaitu BPJS Kesehatan, sedangkan penulis
terfokus pada BPJS Ketenagakeirjaan.

4. Nur Hanipah, Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan,
Skripsi, “Pelaksanaan JHT Dan JKM Dalam Produk Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau
Dari Kompilasi Hukum Ekonimu Syariah (Studi di BPJS
Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)”,
Tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis
mekanisme produk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Ketenagakerjaan berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing
Natal. Penelitian ini fokus pada bagaimana produk BPJS
Ketenagakerjaan, seperti jaminan hari tua dan jaminan kematian,

diterapkan dan seberapa sesuai mekanismenya dengan prinsip

12 Rifa Yasirah, “Implementasi Pelayanan Jaminan Sosial Kesehatan Menurut
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(BPJS) (Studi Kasus di RSUDZA Banda Aceh)”, skripsi, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry,
2018)
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ta’min dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.®® Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama
mempunyai objek yang sama yaitu membahas mengenai BPJS
Ketenagakerjaan. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini
dengan penulis adalah objek penelitian ini membahas bagaimana
pelaksanaan produk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
(BPJS) Ketenagakerjaan. Sedangkan objek penelitian penulis
membahas sistem layanan penyelenggaraan jaminan sosial
ketenagakerjaan.

5. Regina Putri Listyadewi, Andri Ronaldo Pasaribu, Jurnal,
“Layanan dan Prinsip Syariah Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan Indonesia”, Tahun 2024. Penelitian ini
menjelaskan bahwa penyelenggaraan layanan syariah dalam
jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan bentuk komitmen dan
tanggung jawab pemerintah untuk memenuhi hak dan kebutuhan
dasar masyarakat Indonesia dalam hal jaminan sosial. BPJS
Ketenagakerjaan menyediakan layanan syariah dalam program-
program jaminan sosial ketenagakerjaan yang telah ada, tetapi pada
tahap awal, penerapan prinsip syariah terbatas pada program
Jaminan Hari Tua (JHT) dan hanya di Provinsi Aceh.'* Persamaan
penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama
membahas terkait layanan dan prinsip syariah dalam

penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dan sama-sama

13 Nur Hanipah “Pelaksanaan JHT Dan JKM Dalam Produk Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonimu Syariah
(Studi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mandailing Natal)”, skripsi, (Institut
Agama Islam Negeri Padangsidimpuan, 2018)
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menggunakan metode penelitian kualitatif dengan  analisis

tinjauan pustaka. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan

penelitian penulias yaitu penelitian ini membahas Layanan dan

Prinsip syariah penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan

Indonesia, Sedangkan penelitian penulis hanya terfokus pada

layanan syariah jaminan sosial ketenagakerjaan kantor cabang

Provinsi Aceh.

F. Sistematika Penulisan

Penulisan ini terbagi menjadi 5 bab yang mana pada masing-

masing bab tersebut memiliki hubungan yang erat antar satu dengan

yang lainnya, diantaranya:

Bab I:

Bab II:

PENDAHULUAN

Dapat diartikan sebagai pengantar dari karya tulis dan
jawaban atas penelitian yang sedang dikerjakan. Isi dari
pendahuluan itu sendiri meliputi Latar Belakang
Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah,
Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat
Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.
LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang layanan syariah program jaminan
sosial ketenagakerjaan perspektif Peraturan Badan
Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2
Tahun 2021. Bab ini membahas tentang Pengertian,
Layanan Syariah BPJS Ketenagakerjaan, Dasar Hukum,
Asas, Tujuan, Prinsip, BPJS dalam Fikih Muamalah,
Hal-hal Yang Di Larang Dalam Fikih Muamalah, dan

Ketentuan-ketentuan Jaminan Sosial ketenagakerjaan,



Bab II1:

Bab IV:

Bab V:

15

Berdasarkan  Peraturan Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021.
METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Pendekatan
Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data,
Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan
Objek Penulisan.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang Analisis Praktik
Layanan Syariah Pada Program Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh
JLTGK. M. Daud Beureuh, Beurawe Perspektif
Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021, dan Analisis
Kesesuaian Layanan Syariah Pada Program Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan di Kantor Cabang Banda Aceh
JI. TGK. M. Daud Beureuh, Beurawe Dengan Peraturan
Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan No.2 Tahun 2021.

SIMPULAN

Penutup. Pada Bab ini penulis menjabarkan kesimpulan

dari hasil dan pembahasan penulisan serta saran.
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BAB YV
PENUTUP
A. Kesimpulan

1. Praktik Layanan Syariah program jaminan sosial ketenagakerjaan
kantor cabang Banda Aceh yang meliputi proses kepemilikan dana,
pendaftaran kepesertaan, penerimaan iuran, pengelolaan dana,
hingga pembayaran manfaat program kepada Peserta dilaksanakan
berpedoman pada Peraturan Badan Penyelenggaraan Jaminan
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021. Secara keseluruhan,
penerapan layanan syariah di Kantor Cabang Banda Aceh
mencerminkan dedikasi yang tinggi terhadap prinsip-prinsip
syariah dan berfungsi untuk memberikan manfaat optimal yang
sesuai dengan ajaran agama Islam kepada para peserta.

2. penerapan layanan syariah pada BPJS Ketenagakerjaan kantor
cabang Banda Aceh telah mematuhi ketentuan Peraturan BPJS
Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2021 dan fatwa DSN-MUI
Nomor 147 Tahun 2021 dalam aspek operasional seperti
pendaftaran kepesertaan, kepemilikan dana, penerimaan iuran, dan
pembayaran manfaat kepada peserta. Namun, terdapat
ketidaksesuaian dalam hal pengelolaan dana investasi terutama
dana fabarru’ yang belum sepenuhnya dikelola sesuai dengan
prinsip syariah. Pengelolaan investasi tersebut masih berada di
bawah wewenang kantor pusat, sehingga pemilihan instrumen
investasi belum sepenuhnya memenuhi standar syariah. Hal ini
menunjukkan bahwa meskipun upaya kepatuhan terhadap prinsip
syariah telah dilakukan, masih ada aspek yang perlu diperbaiki
dalam pengelolaan dana agar sepenuhnya sesuai dengan ketentuan

syariah.
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B. Saran

1. Kepada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Banda Aceh
diharapkan untuk terus memberikan pelayanan kepada peserta,
serta dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci mengenai
perbedaan BPJS Ketenagakerjaan konvensional dan Syariah

2. Kepada BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Banda Aceh
diharapkan lebih memonitoring dan memastikan bahwa
pengelolaan dana dalam hal investasi benar-benar di kelola ke
sektor Syariah

3. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih di sempurnakan

seperti sebagaimana mestinya.
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